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Penelitian ini dilakukan pada BAZNAS Indragiri Hilir . Adapun tujuan 
penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisa penyajian penyusunan laporan 
keuangan pada Badan Amil Zakat Nasional Indragiri Hilir sesuai dengan PSAK 
No. 109. 
Metode penelitian ini adalah dengan metode kualitatif  Miles dan 
Hubberman  teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung 
dan wawancara langsung dengan pihak BAZNAS Indragiri Hilir yang terkait 
dengan laporan keuangan tersebut. Sedangkan sumber data berasal dari 
peraturan yang berlaku dan media.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan keuangan BAZNAS 
Indragiri Hilir sebagian sudah diterapkan oleh BAZNAS, namun ada beberapa 
yang belum sesuai dengan PSAK No. 109 antara lain : laporan keuangan yang 
disajikan hanyalah Neraca,Laporan Perubahan Dana,dan Laporan Arus KAS 
pada laporan keuangan BAZNAS belum sesuai dengan PSAK No.109, BAZNAS 
Indragiri Hilir tidak membuat Laporan Aset Kelolaan dan tidak mencatat semua 
asnaf yang telah di salurkan zakatnya penggunaan dana zakat, dan pada laporan 
Perubahan Dan BAZNAS Indragiri Hilir ada penyaluran Dana Infaq ke beban 
Lain-lain tanpa adanya kejelasan atau transparansi.. 
Dengan penelitian ini diharapkan BAZNAS Indragiri Hilir menerapkan 
laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK No.109. 
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1.1 Latar Belakang Masalah 
Keberadaan suatu lembaga atau perusahaan, tidak akan terlepas dari proses 
pencatatan akuntansi. Setiap lembaga atau perusahaan berkewajiban melakukan 
pencatatan akuntansi. Setiap lembaga atau perusahaan berkewajiban  melakukan  
pencatatan atas aktivitas – aktivitas akuntansi yang terjadi dalam perusahaan yang 
selanjutnya disajikan dalam bentuk pertanggungjawaban atas dana serta aset 
perusahaan yang dikelola oleh manajemen perusahaan kepada pemilik perusahaan 
atau pemegang saham dan sebagai sarana atau media utama bagi berbagai pihak 
yang berkepentingan. 
BAZNAS sebagai badan yang melakukan pengelolaan zakat 
berkedudukan di ibu Kota Negara, dibentuk oleh pemerintah nonstruktural yang 
bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. 
Lalu, sebagai rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat Provinsi dan 
Kabupaten/Kota dibentuk BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota. 
BAZNAS Provinsi dibentuk oleh Menteri Agama atas usul Gubernur, setelah 
mendapat pertimbangan dari BAZNAS, sedangkan BAZNAS Kabupaten/Kota 
Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk atas usul Bupati/Walikota setelah 
mendapat pertimbangan BAZNAZ. 
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Atau jika Gubernur atau Bupati/Walikota tidak mengusulkan pembentukan 
BAZNAS Provinsi atau Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan 
BAZNAS. 
BAZNAS merupakan implementasi dari prinsip dasar yaitu 
bertanggungjawab dan transparan (amanah) dalam pengelolaan Zakat 
mendapatkan kepercayaan dari muzzaki atau masyarakat untuk membuat laporan 
keuangan, sehingga dengan  adanya laporan keuangan mendapatkan bukti dasar 
implementasi kinerja yang yang professional dan terpercaya. (Ritonga, 2017). 
Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga. Membayar zakat wajib 
dilakukan oleh setiap muslim berdasarkan kemampuan yang dimiliki. Rukun 
Islam yang ketiga ini merupakan kewajiaban yang harus dilakukan dan akan 
berdosa jika melalaikannya. Keberadaan zakat merupakan bagian mutlak dari 
keIslaman seseorang yang sering dianggap sebagai ma‟luum min al-diin bi 
aldharuurah. Tidak kurang dari 27 tempat yang mensejajarkan kewajiban shalat 
dengan kewajiban zakat dalam berbagai bentuk kata di dalam Al Qur‟an. Hal 
inilah yang menunjukkan, bahwa keberadaan zakat sangat penting dalam 
peningkatan kehidupan. (Nuansa, 2017:477). 
Dalam zakat dikenal istilah muzzaki dan mustahik. Muzzaki adalah seorang 
muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat. Sedangkan 
mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat. 
Potensi Muzakki yang tinggi di Kabupaten Indragiri Hilir memerlukan 
sebuah pengelolaan yang baik. Pemberdayaan ini agar para muzakki individual 
maupun perusahaan mempercayakan pengelolaan zakatnya kepada 
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amil zakat. Pengelolaan zakat yang tepat akan meningkatkan kemakmuran 
bagikaum miskin manfaat ZIS (zakat, Infaq dan Shadaqah) dapat menumbuhkan 
usaha mustahiq, dapat membantu sector keuangan mustahiq serta biasa 
memulihkan kondisi ekonomi serta dapat mendorong keluarga miskin menjadi 
lebih mandiri sehingga keluar dari garis kemiskinan. 
Zakat yang dibayarkan oleh muzzaki kepada BAZNAS atau Lembaga 
Amil Zakat (LAZ) yang dikurangkan dari penghasilan kena pajak wajib 
didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. 
Pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan 
memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. BAZNAS dapat 
menerima dan mendistribusikan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan 
lainnya. 
Pendistribusian infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya tersebut 
dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukan 
yang diikrarkan oleh pemberi. 
Pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus 
dicatat dalam pembukuan tersendiri. Disini pentingnya laporan oleh BAZNAS, 
BAZNAS provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota yang memuat akuntabilitas 
dan kinerja pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial 
keagamaan lainnya. BAZNAS tidak hanya menerima dan menyalurkan zakat, 
tetapi juga menerima dan mendistribusikan infak sedekah. (hukumonline.com) 
Lembaga-lembaga amil zakat Indonesia yang resmi pada daftar lembaga 
amil zakat kini semakin terjangkau. Hal ini dikarenakan Indonesia masih 
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termasuk dalam salah satu negara bermayoritas agama Islam yang sering untuk 
membayar zakat. 
Saat ini, sudah ada 6 lembaga amil zakat terbaru yang telah mendapat izin 
dari kemenag.  Hal ini dilakukan untuk mempermudah masyarakat terutama umat 
muslim Indonesia supaya dapat menyalurkan zakatnya dengan mudah. 
6 lembaga amil zakat resmi yang terdaftar dalam daftar LAZ di Indonesia 
yaitu: Dompet Dhuafa Republika, BAZNAS, Iisiatif Zakat Indonesia, Yatim 
Mandiri Surabaya, NU CARE LAZIS NU, LAZIS MU. (zakat.or.id) 
Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan 
zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang 
melakukan pengelolaan zakat secara nasional. 
Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah 
nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden 
melalui Menteri Agama. 
Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab 
untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, 
kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas. 
Baznas Kab. Indragiri Hilir adalah salah satu lembaga amil zakat yang 
berdiri pada tahun 2017. BAZNAS INDRAGIRI HILIR menerapkan Pernyataan 
Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Dalam penelitian terdahulu berjudul 
ANALISIS AKUNTANSI ZAKAT BERDASARKAN PSAK NO. 109 PADA 
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) SUMATERA UTARA oleh 
Ritonga (2017) pada BAZNAS SUMATERA UTARA menunjukkan hasil  
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bahwa: Perlakuan akuntansi zakat dalam penyajian laporan keuangan BAZNAS 
Sumatera Utara sudah menerapkan akuntansi zakat menggunakan PSAK No. 109. 
Dan dalam lain yang berjudul  PENERAPAN PSAK NO.109 TENTANG 
PELAPORAN KEUANGAN AKUNTANSI ZAKAT, INFAQ/SEDEKAH PADA 
BADAN AMILZAKAT PROVINSI SULAWESI UTARA oleh Sabrina Shanahz 
(2015) pada BAZNAS SULAWESI UTARA menunjukkan hasil bahwa :Badan 
Amil Zakat belum menerapkanpenyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan 
formatlaporan keuangan Zakat, Infaq sedekah yang adadalam Pernyataan Standar 
Akuntansi Nomor 109. Hal ini membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian 
pada BAZNAS INDRAGIRI HILIR apakah penerapan standar akuntansi 
keuangan sudah sesuai apa belum dengan standar yang ada. Untuk mengetahui 
bagaimanakah  penerapan  standar akuntansi keuangan yang berlaku sudah sesuai 
atau belum dengan standar yang ada. Untuk itu perlu dilihat  penyajian laporan  
keuangan BAZNAS INDRAGIRI HILIR tahun 2018. 
1. Berdasarkan penerapan PSAK 109 laporan amil yang lengkap terdiri dari: a). 
Laporan posisi keuangan, b). Laporan perubahan dana, c). Laporan 
perubahan aset kelolaan, d). Laporan arus kas, e). Catatan atas laporan 
keuangan. Tetapi didalam laporan keuangan BAZNAS INDRAGIRI HILIR 
tahun 2018 tidak memiliki Laporan perubahan aset kelolaan. 
2. Berdasarkan penerapan PSAK 109 laporan perubahan dana zakat, 
penyalurannya terdiri dari: Amil, fakir miskin, riqab, gharim, muallaf, 
sabilillah, ibnu sabil. Tetapi didalam laporan perubahan dana zakat BAZNAS 
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INDRAGIRI HILIRhanya menyalurkan pada: Fakir miskin, fisabilillah, ibnu 
sabil, pengumpulan zakat dan bantuan Amil. 
3. Berdasarkan PSAK 109 Laporan perubahan dana infaq ada 4 penyaluuran 
dana yaitu: amil, infak/sedekah terikat, infak/sedekah tidak terikat, atau 
alaokasi pemanfaatan aset kelolaan. Tetapi di laporan keuangan BAZNAS 
INDRAGIRI HILIR di temukan hanya 1 penyaluran yaitu beban lain-lain 
sebesar 9,720,000.00  tanpa adanya keterangan penyalurannya. 
Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik meneliti dan 
membahas lebih dalam tentang Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 
109 yang dilaporkan oleh BAZNAS INDRAGIRI HILIR. Oleh karena itu penulis 
mengambil judul:  
“ANALISIS PENERAPAN PSAK NO 109 PADA LAPORAN KEUANGAN 
BAZNAS INDRAGIRI HILIR ( Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat 
Nasional Kabupaten Indragiri Hiir Periode 2018)” 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan permasalahan 
dalam penelitian ini adalah bagaimanakah Pernyataan Standar Akuntansi 
Keuangan (PSAK) 109 dalam penyajian laporan keuangan pada BAZNAS 
INDRAGIRI HILIR.. 
1.3 Tujuan Penelitian  
Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mengetahui dan menganalisis Pernyataan Standar Akuntansi 
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Keuangan  (PSAK) 109 dalam penyajian laporan keuangan pada BAZNAS 
INDRAGIRI HILIR. 
 
1.4 Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat atau yang di harapkan dari penelitian yang penulis 
lakukan ini adalah: 
1. Bagi BAZNAS INDRAGIRI HILIR dan Anggota   
Sebagai review mengenai ketepatan penerapan PSAK 109 dalam 
penyusunan laporan keuangan yang telah disusun oleh BAZNAS INDRAGIRI 
HILIR dan dapat dijadikan tambahan informasi dalam penyajian dan penyusunan 
laporan keuangan BAZNAS INHIL. Hasil penelitian ini dapat digunakan anggota 
BAZNAS INDRAGIRI HILIR sebagai penilaian kinerja pengurus yang menjabat 
dan sebagai bentuk pengawasan atas sumber daya yang telah dipercayakan kepada 
pengelola BAZNAS agar BAZNAS INDRAGIRI HILIR mendapatkan hasil yang 
maksimal. 
2. Bagi Penulis 
Menambah wawasan dan kemampuan berfikir mengenai penerapan teori 
yang telah didapat dari mata kuliah yang telah diterima dalam penelitian yang 
sebenarnya. 
3. Bagi penelitian selanjutnya 
Adanya penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan tentang 
penerapan PSAK 109 pada BAZNAS dan menumbuhkan minat penelitian di 
8 
 
    
 
bidang yang sama serta menambah sumber literatur dalam bidang akuntansi bagi 
BAZNAS. 
 
1.5 Sistematika Penulisan 
Untuk mempermudah pembaca dalam memahami dan menelusuri dari 
tulisan ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan dalam beberapa bab-bab 
dan sub-sub yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. 
BAB 1 : PENDAHULUAN 
Bab ini merupakan pengantar yang menjelaskan mengapa 
penelitian ini menarik untuk diteliti dan untuk apa penelitian ini 
dilakukan. Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang 
masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta 
sistimatika penulisan. 
BAB II : TTINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini berisi landasan teori yang memperkuat teori dan 
argumen dalam penelitian ini, berbagai penelitian terdahulu, 
serta kerangka pemecahan masalah yang ada dalam penelitian 
ini.  
BAB III : METODE PENELITIAN 
Bab ini berisi metode – metode  yang akan digunakan  dalam 
melakukan  penelitian. Metode penelitian tersebut meliputi 
jenis penelitian, tempat penelitian, jenis dan sumber data, 
teknik pengumpulan data, metode analisis data.  
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BAB IV : GAMBARAN UMUM DAN HASIL ANALISIS 
Bab ini berisi tentang analisis menyeluruh atas penelitian yang 
dilakukan. Hasil – hasil statistik diinterprestasikan dan 
pembahasan dikaji secara mendalam hingga tercapai hasil 
analisis dari penelitian.  
BAB V :PENUTUP 
Bab ini akan memaparkan kesimpulan analisis penelitian yang 
telah dilakukan, berbagai keterbatasan pada penelitian ini, serta 
saran – saran yang berguna bagi berbagai pihak yang memiliki 







2.1 Pengertian Akuntansi 
Menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Akuntansi merupakan suatu 
proses mencatat, mengklasifikasikan, meringkas, mengelola dan menyajikan data, 
transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan sehingga dapat 
digunakan oleh orang yang menggunakannya dengan mudah dimengerti untuk 
pengambilan suatu keputusan serta tujuan lainnya. Akuntansi berasal dari kata 
asing Accounting yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah menghitung atau 
mempertanggung jawabkan. 
AICPA (American Institute of Certified Public Accountant) 
mendefinisikan akuntansi sebagai seni pencatatan, penggolongan, dan 
pengikhtisaran dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter, transaksi, dan 
kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan, termasuk menafsirkan hasil-
hasilnya. 
Menurut Sumarsan (2013 : 1) menjelaskan bahwa akuntansi adalah suatu 
seni untuk mengumpulkan, mengidentifikasikan, mengklasifikasikan, mencatat 
transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan, sehingga dapat 
menghasilkan informasi yaitu laporan keuangan yang dapat digunakan oleh pihak-
pihak yang berkepentingan. 
Menurut Kieso, et al. (2011:2)pengertian akuntansi adalah terdiri dari tiga 
kegiatan yang mendasar yaitu identifikasi, pencatatan dan pengkomunikasian  
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peristiwa ekonomi suatu organisasi kepada pihak yang berkepentingan. 
Perusahaan mengidentifikasi peristiwa ekonomi sesuai dengan kegiatan usahanya 
dan mencatat peristiwa tersebut untuk menyediakan catatan kegiatan keuangan. 
Pencatatan dilaksanakan secara sistematis, kronologis setiap peristiwadalam 
satuan mata uang. Akhirnya pada pengkomunikasian kumpulan informasi tersebut 
kepada pihak yang berkepentingan dalam bentuk laporan akuntansi atau dikenal 
dengan laporan keuangan. 
Menurut Yadianti (2010: 6).Akuntansi adalah suatu systeminformasi yang 
mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikankejadian ekonomi dari suatu 
organisasikepada pihak yang berkepentingan. 
Menurut Kartikahadi (2016:3) pengertian akuntansi adalah suatu sistem 
informasi keuangan, yang bertujuan untuk menghasilkan dan melaporkan 
informasi yang relevan bagi berbagai pihak yang berkepentingan. 
Menurut Pura (2013 : 4) pengertian akuntansi yaitu seperangkat atas 
pengetahuan yang mempelajari perekayasaan dalam penyediaan jasa, berupa 
informasi keuangan kuantitatif dari suatu organisasi dan cara penyampaian 
informasi tersebut kepada pihak yang berkepentingan untuk dijadikan sebagai 
tolak ukur dalam pengambilan keputusan ekonomi. 
Dari definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah 
proses identifikasi, pencatatan, dan pengkomunikasian hasil akhir berupa laporan 





    
 
2.2 Akuntansi syariah 
2.2.1 Pengertian Akuntansi Syariah 
Menurut Harahap (2011 : 56) akuntansi syariah merupakan penggunaan 
ilmu akuntansi untuk menjalankan syariah-syariah agama Islam, bahkan 
penggunaan ini sudah diterapkan pada zaman Nabi Muhammad SAW, 
Khulaurrasyidiin serta pemerintahan-pemerintahan Islam lainnya. 
Secara sederhana pengertian akuntansi syariah dapat dijelaskan melalui 
akar kata yang dimilikinya yaitu akuntansi dan syariah. Defenisi bebas akuntansi 
adalah identitas transaksi yang kemudian diikuti dengan kegiatan pencatatan, 
penggolongan, serta pengikhtisaran transaksi tersebut sehingga menghasilkan 
laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. 
Sedangkan defenisi bebas dari syariah adalah aturan yang telah ditetapkan oleh 
Allah SWT untuk dipatuhi oleh manusia dalam menjalani segala aktivitas 
hidupnya di dunia. 
Akuntansi dalam bahasa arabnya disebut “muhasabah” yang berasal dari 
kata hasaba, hasiba, muhasabah, atau wazan yang lain adalah hasaba, hasban, 
hisabah, artinya menimbang memperhitungkanmengkalkulasikan, mendata atau 
menghisab, yakni menghitung dengan seksama atau teliti yang harus dicatat 
dalam dalam pembukuan tertentu. Kata “hisab” banyak ditemukan dalam Al-
qura‟an dengan pengertian yang hampir sama, yaitu berujung pada jumlah atau 





    
 
Firman Allah (QS. Al-Isra‟:12) 
                                       
                             
 
Artinya:”dan Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda, lalu Kami 
hapuskan tanda malam dan Kami jadikan tanda siang itu terang, agar 
kamu mencari kurnia dari Tuhanmu, dan supaya kamu mengetahui 
bilangan tahun-tahun dan perhitungan. dan segala sesuatu telah Kami 
terangkan dengan jelas. 
 
Maksud ayat tersebut Sebab tidak mungkin diketahui bilangan tahun dan 
perhitungan bulan dan hari kecuali dengan pergantian siang malam. bilangan 
tahun yang dimaksud adalah tahun syamsiyah (masehi). Dan jika merujuk pada 
pendapat kedua maka yang dimaksud adalah bilangan tahun qamariyah (hijriyah). 
Firman Allah (QS: Al-Thalaq:8) 
                                
    
 
Artinya:“dan Berapalah banyaknya (penduduk) negeri yang mendurhakai 
perintah Tuhan mereka dan rasul-rasul-Nya, Maka Kami hisab 
penduduk negeri itu dengan hisab yang keras, dan Kami azab mereka 
dengan azab yang mengerikan” 
 
Firman Allah (QS. Al-Insyiqaq:8) 
          
 
Artinya: ”maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah” 
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Maksud ayat tersebut yakni kesalahan-kesalahan mereka akan ditunjukkan 
kepada mereka, kemudian Allah akan mengampuninya tanpa menanyainya. 
Dalam shahih Imam bukhari dan muslim disebutkan dari Aisyah, ia berkata: Nabi 
bersabda: “Barangsiapa yang ditanyai pada saat hisab niscaya ia akan diazab.” 
Lalu aku bertanya: “Bukankah Allah berfirman: فََسْوَف يَُحاَسُب ِحَسابًا يَِسيًرا”. Beliau 
menjawab: “Itu bukanlah hisab, namun itu adalah pemaparan. Namun 
barangsiapa yang dihisab di hari kiamat niscaya ia akan diazab.” 
Kata hisab dalam ayat-ayat tersebut menunjukkan pada bilangan atau 
perhitungan yang ketat, teliti, akurat, dan Accountable. Oleh karena itu, akuntansi 
syariah adalah suatu kegiatan identifikasi, klarifikasi, dan pelaporan melalui 
dalam pengambilan keputusan ekonomi berdasarkan prinsip akad-akad syariah 
yaitu tidak mengandung zhulum (kezaliman), Riba, masyir (judi), gharar 
(penipuan), barang yang haram, dan membahayakan. 
Jadi, akuntansi syariah dapat diartikan sebagai proses akuntansi atas 
transaksi-transaksi sesuai aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Informasi 
yang disajikan akuntansi syariah untuk pengguna laporan yang lebih luas tidak 
hanya data finansial tetapi juga mencakup aktivitas perusahaan yang berjalan 
sesuai dengan syariat serta memiliki tujuan sosial  yang tidak terhindarkan dalam 
Islam, misalnya ada kewajiban membayar zakat. (Khaddafi, Dkk. 2016: ). 
2.2.2 Landasan Hukum Penerapan Akuntansi Syariah 
Dalam kajian Islam, akuntansi disebut sebagai muhasabah. Muhasabah 
dengan arti musa‟alah (perhitungan) dan munaqasah (perdebatan). Kata 
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muhasabah (akuntansi) berkaitan dengan ihtisab yaitu, pencatatan perbuatan 
seseorang secara terus menerus sampai pada pengadilan akhirat dan melalui 
timbangan (mizan) sebagai alat dan Tuhan sebagai akuntan. Konsep akuntansi 
yang menekankan pada pertanggungjawaban (accountability) di akhirat. 
Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah Ayat 282:  
                                      
                                      
                                 
                                  
                              
                                  
                               
                             
                                
        
Artinya:”Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak 
secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 
menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu 
menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan 
menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia 
menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa 
yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, 
dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari pada hutangnya. Jika yang 
berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau 
dia sendiri tidak mampu mengismlakkan, maka hendaklah walinya 
mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi 
dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka 
(boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang 
kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang 
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mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi 
keterangan) apabila mereka dipanggil, dan janganlah kamu jemu menulis 
hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. 
Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan 
persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. 
(Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan 
tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi 
kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu 
berjual beli dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika 
kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu 
kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah. Allah mengajarmu 
dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. 
Maksud dari ayat tersebut, secara tegas Allah mengajarkan kepada 
manusia, bahwa apabila manusia melakukan kegiatan muamalah seperti (jual beli, 
hutang piutang, atau sewa menyewa) tidak secara tunai untuk waktu yang 
ditentukan, maka ia harus melakukan pencatatan. dengan tujuan untuk kebenaran, 
kepastian, keterbukaan, keadilan, antara kedua belah pihak yang mempunyai 
hubungan muamalah. Penulisan tersebut dapat digunakan sebagai informasi untuk 
menentukan apa yang akan diperbuat oleh seseorang.  
2.2.3 Prinsip Umum Akuntansi Syariah 
Transaksi syariah berasaskan pada prinsip (IAI, 2019 : 4) : 
1. Prinsip persaudaraan (ukhuwah) esensinya merupakan nilai universal yang 
menata interaksi social dan harmonisasi kepentingan para pihak untuk 
kemanfaatan secara umum dengan semangat saling tolong menolong. 
Transaksi syariah menjunjung tinggi nilai kebersamaan dalam memperoleh 
manfaat (sharing economic) sehingga seseorang tidak boleh mendapat 
keuntungan di atas kerugian orang lain. Ukhuwah dalam transaksi syariah 
berasarkan prinsip saling mengenal, saling memahami, saling menolong, 
saling menjamin, saling bersinergi dan beraliansi. 
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2. Prinsip keadilan („adalah) esensinya menempatkan sesuatu hanya pada 
tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta 
memperlakukan sesuatu sesuai posisinya. Implementasi keadilan dalam 
kegiatan usaha berupa aturan prinsip muamalah yang melarang adanya unsur: 
(i) Riba (unsur bunga dalam segalabentuk dan jenisnya, baik riba nasiah 
maupun fadhl); 
(ii) kezaliman (unsur yang merugikan diri sendiri, orang lain, maupun 
lingkungan); 
(iii)  maysir (unsur judi dan sikap spekulatif) 
(iv)  gharar (unsur ketidakjelasan); dan 
(v) haram (unsur haram baik dalam barang maupun jasa serta aktivitas 
operasional yang terkait). 
3. Prinsip kemaslahatan (mashlahah) esensinya merupakan segala bentuk 
kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan 
spiritual, serta individual dan kolektif. 
4. Prinsip keseimbangan (tawazun) esensinya meliputi keseimbangan aspek 
material dan spiritual, aspek privat dan public, sektor keuangan dan sektor 
riil, bisnis dan sosial, dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan pelestarian. 
5. Prinsip universalisme (syumuliyah) esensinya dapat dilakukan oleh, dengan 
dan untuk semua pihak yang berkepentingan tanpa membedakan ssuku, 




    
 
2.3 Pengertian Zakat, Infaq, Sedekah 
Pengertian zakat merupakan kewajiban maliyah (materi) dan salah satu 
rukun Islam yang hanif. Ia juga salah satu pondasi sistem keuangan dan ekonomi 
Islam, uang mana zakat mempresentasikan diri sebagai sumber utama dalam 
pembiayaan adh-dhaman al-ijtima‟i (jaminan sosial), jihad dalam jalan Allah 
SWT, sebagaimana ia juga ikut andil dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi 
dan keunggulan politik. (Amelia dan Qibtiyah:2015) 
Berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang zakat, zakat 
merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan 
kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka meingkatkan daya guna dan hasil guna, 
zakat harus dikelola secara lembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah, 
kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas, shingga 
dapat meningkatkan efektivitas dan efesiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. 
Menurut PSAK 109 zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh 
muzaki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak 
menerimanya (mustahik). 
Pengertian infaq menurut terminologi artinya mengeluarkan harta karena 
ta‟at, patuh dan cinta karena Allah SWT dan sebagai wujud rasa syukur atas 
nikmat atau rezeki yang telah diberikan Allah SWT kepada dirinya. Sedangkan 
pengertian sedekah segala pemberian/aktivitas yang bertujuan untuk mengharap 
pahala dari Allah SWT. Sedekah memiliki dimensi yang sangat luas, tidak hanya 
berdimensi memberikan sesuatu dalam bentuk harta saja, tetapi dapat berupa 
berbuat kebajikan, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. (Rahman:2015) 
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Menurut UU 23 Tahun 2011, infak adalah harta yang dikeluarkan  oleh 
seseorang atau bada usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum. Sedangkan 
sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan 
usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum. 
Menurut PSAK 109 Infak/sedekah merupakan donasi sukarela, baik 
ditentukan maupun tidak ditentukan peruntukannya oleh pemberi Infak atau 
Sedekah. 
Menurut Mu‟is (2011) infaq adalah mengeluarkan sebagian dari harta atau 
pendapatan untuk satu kepentingan yang diperintahkan ajaran islam. Infaq 
dikeluarkan oleh setiap orang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun 
rendah, apakah ia dalam kondisi lapang maupun sempit: infaq dapat diberikan 
kepada siapa saja, misalnya kedua orangtua, anak yatim, dan lain sebagainya. 
Sedekah pemberian harta kepada orang-orang fakir miskin, orang yang 
membutuhkan atau pihak-pihak lain yang berbentuk untuk menerima sedekah 
tanpa disertai imbalan, tanpa paksaan, tanpa batasan jumlah, kapan saja dan 
berapapun jumlahnya. 
2.3.1 Zakat Dalam Pandangan Islam 





    
 
Firman Allah (QS. At-Taubah: 103) 
                                         
      
Artinya:”ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu 
membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. 
Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. 
dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui” 
 
Terdapat pendapat mengatakan yang dimaksud adalah zakat yang wajib 
dikeluarkan. Dan pendapat lain mengatakan: ini merupakan sedekah yang hanya 
diwajibkan atas orang-orang yang mengakui kesalahannya tersebut, karena setelah 
penerimaan taubat mereka lalu mereka menawarkan harta mereka kepada 
Rasulullah, sehingga turun ayat ini yang memerintahkan Rasulullah untuk 
mengambil sebagian harta mereka, dan bukan seluruhnya. Yakni, kamu 
membersihkan mereka dari dosa-dosa mereka wahai Muhammad dengan sedekah 
yang diambil dari mereka. Makna pembersihan disini adalah menghilangkan 
bekas-bekas dosa yang masih menempel pada mereka. Adapun pensucian adalah 
pembersihan yang lebih lagi.  
Firman Allah (QS. Al-Baqarah: 43) 
                    
Artinya:„‟dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-
orang yang ruku'‟ 
Yakni Allah memerintahkan orang-orang Yahudi untuk memeluk islam 
kemudian menjalankan sholat sebagaimana yang dijelaskan oleh nabi Muhammad 
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Shallallahu „Alaihi Wasallamdan juga memerintahkan mereka untuk membayar 
zakat dan mengerjakan sholat dalam jama‟ah. Karena dalam sholat orang Yahudi 
tidak terdapat ruku‟. Dan dalam ayat ini terdapat petunjuk agar mengikuti sholat 
berjama‟ah bersama kaum muslimin dan pergi ke Masjid. Jumhur Ulama 
meyatakan bahwa sholat berjamaah di Masjid hukumnya sunnah mu‟akkad karena 
dalam menjalankannya terdapat banyak maslahat dunia dan akhirat. 
Firman Allah (QS. Al-Bayyinah:5) 
                               
        
Artinya:“padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan 
memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang 
lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat. Dan 
yang demikian itulah agama yang lurus.  
 
2.3.2 Hikmah Zakat 
Dari berbagai hikmah zakat menurut para Ulama, maka dapat dibagi 
menjadi tiga macam atau aspek, yaitu diniyyah, khuluqiyyah, dan ijtimaiyyah: 
2.3.2.1 Faidah diniyyah (segi agama) 
a. Berzakat menghantarkan seorang hamba kepada kebahagiaan 
dan keselamatan dunia akhirat. 
b. Sarana bagi hamba untuk taqarrub (mendekatkan diri) kepada 
Allah, akan menambah keimanan karena keberadaannya yang 
memuat beberapa macam ketaatan. 
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c. Pembayar zakat akan mendapatkan pahala besar yang berlipat 
ganda, sebagaimana dalam firman Allah QS. Al Baqarah: 276. 
                            
 
Artinya:“Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan 
sedekah[177]. dan Allah tidak menyukai Setiap 
orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu 
berbuat dosa[178]. 
 
[177]Yang dimaksud dengan memusnahkan riba ialah 
memusnahkan harta itu atau meniadakan berkahnya. Dan yang 
dimaksud dengan menyuburkan sedekah ialah 
memperkembangkan harta yang telah dikeluarkan sedekahnya 
atau melipat gandakan berkahnya. 
[178] Maksudnya ialah orang-orang yang menghalalkan riba 
dan tetap melakukannya. 
d. Zakat merupakan sarana penghapus dosa, seperti yang pernah 
disabdakan Rasulullah. 
2.3.2.2 Faidah khuluqiyyah (segi Akhlak) 
Di antara himah zakat apabila ditinjau dari aspek  
khuluqiyyahadalah: 
a. Menanamkan sifat kemuliaan, rasa toleran, dan kelapangan 
dada kepada pribadi pembayar zakat. 
b. Pembayar zakat biasanya identic dengan sifat rahmah (Belas 
kasih) dan lembut kepada saudaranya yang tidak punya. 
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c. Merupakan realita bahwa menyumbang suatu raga bagi kaum 
muslimin akan melapangkan dada dan meluaskan jiwa, sebab 
sudah pasti  ia akan menjadi orang yang dicintai dan dihormati 
sesuai tingkat pengorbanannya. 
d. Di dalam zakat terdapat penyucian terhadap akhlak. 
2.3.2.3 Faidah ijtinaiyyah (segi Sosial Kemasyarakatan) 
Adapun hikmah zakat apabila ditinjau dari aspek ijtimaiyyah ini 
adalah: 
a. Zakat merupakan sarana untuk membantu memenuhi hajat 
hidup para fakir miskin yang merupakan kelompok mayoritas 
sebagian besar Negara di dunia. 
b. Memberikan support kekuatan bagi kaum muslimin dan 
mengangkat eksistensi mereka. Hal ini bisa dilihat dalam 
kelompok penerimaan zakat, salah satunya adalah mujahidin fi 
sabilillah. 
c. Zakat bisa mengurangi kecemburuan social, dendam dan rasa 
dongkol yang ada dalam dada fakir miskin karena masyarakat 
bawah akan mudah tersulut rasa benci dan permusuhan jika 
mereka melihat kelompok masyarakat ekonomi tinggi 
menghambur-hamburkan harta yang demikian melimpah itu 
untuk mengentaskan kemiskinan tentu kan terjalin 
keharmonisan dan cinta kasih antara si kaya dan si miskin. 
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d. Zakat akan memacu pertumbuhan ekonomi pelakunya dan 
yang jelas berkahnya akan melimpah. 
e. Membayar zakat berarti memperluas peredaran harta benda 
atau uang, karena ketika harta dibelanjakan maka 
perputarannya akan meluas dan lebih banyak pihak yang 
mengambil manfaat. (Ridlo:2014) 
2.3.3 Istilah Yang Di Gunakan Dalam Zakat PSAK 109 
Ada beberapa istilah dalam zakat sebagaimana dalam Pernyataan Standar 
Akuntansi Keuangan 109: 
2.3.3.1 Amil 
Amil adalah entitas pengelola zakat yang pembentukannya dan 
atau pengkukuhannya diatur berdasarkan ketentuan peraturan undang-
undang yang dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat 
dan infak/sedekah. 
2.3.3.2 Dana Amil 
Dana amil adalah bagian amil atas dana zakat dan infak/sedekah 
serta dana lain yang oleh pemberinya diperuntukkan bagi amil. Dana amil 
digunakan untuk pengelolaan amil. 
2.3.3.3 Dana Infak/Sedekah 
Adalah dana yang berasal dari penerimaan infaq/sedekah. 
2.3.3.4 Dana Zakat 




    
 
Infak/Sedekah adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh 
pemiliknya, baik yang peruntukannya ditentukan maupun tidak ditentukan. 
2.3.3.6 Mustahik (mustahiq) 
Mustahik adalah orang atau entitas yang berhak menerima 
zakat.Mustahik terdiri dari : Fakir, miskin, riqab, Orang yang terlilit 
hutang (gharim), muallaf, fisabilillah, orang dalam perjalanan (ibnusabil) 
amil. 
2.3.3.7 Muzaki (muzzaki) 
Muzaki adalah individu muslim yang secara syariah wajib 
membayar atau menunaikan zakat. 
2.3.3.8 Nisab 
Nisab adalah batas minimum harta yang wajib dikeluarkan 
nasabnya. 
2.3.4 Syarat Wajib Zakat Dan Mustahik Zakat 
Para ahli fiqih bahwa syarat wajib zakat adalah orang beragama Islam, 
merdeka, balligh, berakal, mengetahui bahwa zakat adalah wajib hukumnya, 
lelaki atau perempuan, dan mencapai nisabnya (batas minimum). Sejalan dengan 
ketentuan ajaran Islam yang selalu menetapkan standar umum pada setiap 
kewajiban yang dibebankan kepada umatnya, maka dalam penetapan harta yang 
menjadi wajib zakat pun harus memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut: 
2.3.4.1 Harta milik penuh (al-milku at-tam) 
yakni bahwa pemilik harta tersebut memungkinkan untuk 
mempergunakan dan mengambil manfaat harta itu secara penuh. Harta 
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yang dizakati ini harus didapatkan melalui cara yang dibenarkan oleh 
syara dan tid 
ak diwajibkan atas harta yang didapat secara haram. 
2.3.4.2 Berkembang (an namaa’)  
maksudnya harta tersebut dapat bertambah bila diusahakan atau 
mempunyai potensi untuk berkembang. 
2.3.4.3 Cukup nisab 
artinya harta tersebut telah mencapai jumlah tertentu sesuai dengan 
ketentuan syara. Sebaliknya jika harta yang dimiliki tidak mencapai nisab 
maka zakat tidak wajib dilakukan. 
2.3.4.4 Lebih dari kebutuhan pokok 
yakni lebih dari kebutuhan minimal yang harus dipenuhi setiap hari 
seperti sandang, pangan dan papan. Seseorang wajib berzakat jika harta 
yang dimilikinya telah melebihi kebutuhan pokok minimumnya.Dalam hal 
ini kebutuhan pokok mencakup belanja, sandang rumah, pendidikan dan 
lain-lain.Apabila kebutuhan hidup minimal ini masih belum mampu untuk 
dipenuhi setiap harinya, maka yang bersangkutan terbebas dari zakat. 
2.3.4.5 Bebas dari hutang 
maksudnya seseorang dibebaskan dari kewajiban menunaikan 
zakat mal, bila hutang yang dimilikinya apabila di konversikan ke harta 
saat ini dapat mengurangi nisab ( apabila akan dibayar dalam waktu yang 
sama dengan dikeluarkannya zakat). Adapun hutang-hutangnya harus 
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diselesaikan dahulu, oleh karena itu zakat dikenakan bagi orang kaya yang 
memiliki harta lebih. 
2.3.4.6 Sudah satu tahun 
Maksudnya kepemilikan harta tersebut sudah lewat 12 bulan 
Qomariyah.Masa satu tahun ini hanya berlaku bagi ternak, uang, harta 
benda yang diperdagangkan.Sedangkan hasil pertanian, buah-buahan, 
rikaz (barang temuan) dan lain-lain yang sejenis tidak disyaratkan. 
(Khaddafi, Dkk. 2016) 
Mustahik zakat terbagi menjadi 8 (delapan) ashnaf atau 
kelompokkelompok sebagai 
mana yang terdapat didalam Al-Qur‟an surah At-Taubah : 60. Dalam ayat 
ini, kata zakat dibahasakan atau diganti dengan kata sedekah. Allah berfirman: 
                                     
                               
 
Artinya:”Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, 
orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang 
dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang 
berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam 
perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah 
Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana[647]” 
 
[647] Yang berhak menerima zakat Ialah: 1. orang fakir: orang yang Amat 
sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi 
penghidupannya. 2. orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan 
dalam Keadaan kekurangan. 3. Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk 
mengumpulkan dan membagikan zakat. 4. Muallaf: orang kafir yang ada harapan 
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masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. 5. 
memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan 
oleh orang-orang kafir. 6. orang berhutang: orang yang berhutang karena untuk 
kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang 
yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu 
dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. 7. pada jalan Allah (sabilillah): 
Yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin 
ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-
kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain. 8. orang 
yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan 
dalam perjalanannya. 
2.3.5 Amil (Pengelola Zakat) 
Amil zakat disebutkan di dalam Al-Qur‟an sebagai pihak yang berhak 
menerima harta zakat dengan nomor urut tiga, setelah fakir dan miskin.Demikian 
disebtkan di dalam Al-Qur‟an ketika Allah SWT menyebutkan siapa saja yang 
berhak atas harta zakat. 
Firman Allah (QS. At-Taubah : 60) 
                                     
                               
 
Artinya:“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, 
orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang 
dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang 
berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam 
perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah 




    
 
Posisi nomor tiga ini tentu bukan tanpa pesan. Pesannya menunjukan 
betapa pentingnnya peran amil zakat dalam bab ini akan dibahas sejauh mana 
peran para amil zakat. 
Secara bahasa, istilah amil berasal dari kata „amila ya‟malu, yang 
bermakna mengerjakan atau melakukan sesuatu. 
Kata amil adalah ism fail  yang bermakna pelaku dari suatu pekerjaan. 
Maka kata amil bermakna orang yang mengerjakan sesuatu. 
Pengertian amil zakat dari para ulama sebagai berikut: 
Imam Syafi‟I (w. 204 H) pernah menyebut:  
“Amil zakat adalah orang yang diangkat oleh wali/penguasa untuk 
mengumpulkan zakat” 
As-Sarakhsi al-Hanafi (w. 483 H) menyebutkan: 
“Amil zakat adalah orang yang di pekerjakan oleh imam/ pemimpin untuk 
mengumpulkan zakat dan mereka digaji sesuai dengan kebutuhanny dan 
kebutuhan para karyawan. 
2.3.6 Perkembangan Amil Indonesia 
Melihat sejarah perkembangan amil zakat di Indonesia, kita awali ketika 
zaman penjajahan belanda di Indonesia. 
Pemerintah Belanda melalui kebijakannya Bijblad Nomor 1892 tahun 
1866 dan Bijblad 6200 tahun 1905 melarang petugas keagamaan, pegawai 
pemerintah, termasuk priyayi pribumi itu serta dalam pengumpulan zakat. 
Kebijakan ini dikeluarkan karena khawatir dengan perkembangan Islam 
dan upaya untuk memisahkan agama dari urusan kehidupa.Kebijakan ini 
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mengubah praktek zakat di Indonesia saat itu. Kesadaran masyarakat untuk 
berzakat menjadi menurun dan sebagian lagi menyerahkan zakat mereka ke 
individu ulama dengan harapan mendapaat syafaat dari Allah Subhanahu wa 
ta‟ala. 
Pada masa penduduk Jepang, pemerintah mulai ambil bagian dalam 
pengelolaan zakat.Hal itu ditandai dengan dibentuknya MIAI (Majelis Islam Ala 
Indonesia). 
Pada tahun 1943, MIAI membentuk Baitul Maal untuk mengorganisasikan 
pengelolaan zakat secara terkoordinasi.Gerakan secara massif pun dilakukan. 
Upaya-upaya itupun tidak sia-sia, sebab dalam jangka waktu singkat, hanya 
beberapa bulan saja, baitul mal telah berhasil didirikan di 35 Kabupaten dari 67 
Kabupaten yang ada di Jawa saat itu. 
 Tetapi kemajuan ini menyebabkan jepang khawatir akan munculnya gerakan 
anti Jepang. Maka, pada 24 oktober 1943, Jepang membubarkan MIAI. 
 Pada tahun 1991 baru diterbitkan surat keputusan bersama no. 29 dan no. 47 
tahun 1991 tentang pembinaan BAZIS yang diterbitkan Menteri Agama  dan 
menteri dalam negeri setelah melalui Musyawarah Nasional MUI IV tahun 1990. 
 Setelah masuknya reformasi pemerintah dan DPR mengeluarkan regulasi 
setingkat undang-undang, yaitu UU No. 38 Tahun 1999.Dengan lahirnya UU 
tersebut, zakat sudah tidak lagi dipandang sebagai masalah intern umat Islam, 
tetapi sudah menjadi kegiatan pemerintah bidang ekonomi dan social. 
 Dilanjutkan pada 2001 setelah terbentuknya Badan Amil Zakat di tingkat 
pusat pemerintah mencanangkan gerakan sadar zakat Nasional. 
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 Pada tahun 2011 pemerintah memperbaharui peraturan pengelolaan zakat 
sesuai dengan kondisi yang ada dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 
tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan ditindaklanjuti  dengan peraturan 
pemerintah nomor 14 tahun 2014. 
 Dari beberapa keterangan diatas, dapat diketahui bahwa ada tiga pengelola 
zakat yang sekarang ini ada di Indonesia dan diakui oleh Undang-
Undang.(BAZNAS) baik ditingkat Nasional, Provinsi maupun Kabupaten.Kedua 
adalah Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang sudah diberi izin oleh BAZNAS dan 
ketiga adalah pengelola Zakat Perseorangan atau kumpulan perseorangan dalam 
masyarakat di komunitas atau wilayah yang belum terjangkau oleh BAZNAS dan 
LAZ Kabupaten. 
 BAZNAS memang belum terlihat mampu mengemban tugas zakat secara 
utuh Maka lembaga Amil Zakat non pemerintah masih diberi ijin untuk ikut 
mengelola zakat. 
2.3.7 Syarat Amil 
2.3.7.1 Muslim 
Hanya muslim saja yang boleh menjadi amil zakat, sedangkan 
nonmuslim tidak dibenarkan menjadi amil. 
Tugas amil zakat itu merupakan amanah agama, sehingga hanya 
mereka yang hatinya sudah tunduk kepada Allah SWT saja yang 
dibebankan dan dipercayakan untuk menegakkan zakat. 
Maka secara hukum syariat, tidak boleh hukumnya ada orang yang 
menjadi Wali, Sultan atau penguasa di tengah umat Islam, tetapi justru dia 
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yang bukan seorang muslim. Karena umat Islam tidak boleh mengangkat 
pimpinan dintara  mereka, kecuali pimpinan itu beragama Islam. 
2.3.7.2 Akil Baligh  
Akil, yaitu berakal, bukan orang gila atau tidak waras.Tidak bisa 
dibayangkan bagaimana zakat dikelola dan didistribusikan orang gila. 
Baligh secara ketentuan syariah berarti perempuan yang sudah 
mengalami haidh dan laki-laki yang sudah keluar mani. Anak-anak  yang 
belum cukup umur tidak boleh menjadi amil zakat, karena mereka belum 
dibebani sebagai mukallaf. 
2.3.7.3 Jujur  
kejujuran adalah modal utama kepercayaan masyarakat untuk 
menitipkan harta mereka kepada suatu badan yang mengurus zakat. 
Termasuk praktek amil zakat yang tidak jujur adalah pengelolaan 
zakat yang tidak transparan, tertutup, tidak mau di audit, tidak pernah 
mengumumkan pemasukan dan pengeluaran kepada public, berlindung 
dibalik kewajiban orang untuk berzakat sementara diri amil zakat sendiri 
tidak pernah di evaluasi. 
Firman Allah QS. An-Nisa‟ :58 
                             
                           
   Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat 
kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) 
apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu 
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menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi 
pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu.Sesungguhnya 
Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.” 
 
Firman Allah QS. Al-Anfal: 27 
                                
 
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati 
Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu 
mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, 
sedang kamu mengetahui.” 
(Luthfi, 2018: ) 
2.3.7.4 Mengerti Ilmu Fiqih Zakat 
Sayarat yang juga mutlak harus dimiliki oleh amil zakat adalah 
punya ilmu tentang fiqih zakat yang bukan sekedar formalitas, tetapi 
sampai ketitik paham, mengerti dan berilmu. 
Sebab dewasa ini zakat adalah bagian dari syariah Islam yang 
tergolong asing dan tidak dipahami umat Islam.Tidak seperti sholat atau 
puasa, yang tanpa ada komando, umat Islam sudah menjalankannya. 
2.3.7.5 Kekuatan 
Menjadi amil zakat membutuhkan kekuatan tersendiri, diluar 
kejujuran dan ilmu. Didalam Al-Quran surah Al-Qashash:26 , ada isyarat 
tentang masalah kekuatan, yaitu : 
                              
Artinya:“salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku 
ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena 
Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk 
bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". 
34 
 
    
 
2.4 Perlakuan Akuntansi Zakat, Infaq, Sedekah Menurut PSAK No. 109 
Perlakuan akuntansi dalam pembahasan ini mengacu PSAK No. 109, 
ruanglingkupnya hanya untuk amil yang menerima dan menyalurkan zakat dan 
infaq/sedekah. PSAK ini wajib diterapkan oleh amil yang mendapat izin dari 
regulator namun amil yang tidak mendapat izin juga dapat menerapkan PSAK ini 
(Sri Nurhayati, 2013:309) 
PSAK ini merujuk kepada beberapa fatwa MUI, yaitu: 
1. Fatwa MUI No. 8/2011 tentang Amil Zakat, menjelaskan tentang 
kriteria, tugas amil zakat serta pembenaan biaya operasional kegiatan 
amil zakat yang dapat diambil dari bagian amil, atau dari bagian fi 
sabilillah dalam batas kewajaran, operasional serta sesuai dengan 
kaidah islam. 
2. Fatwa MUI No. 13/2011 tentang hukum zakat atas harta haram, 
dimana zakat harus ditunaikan dari harta yang halal baik jenis maupun 
cara memperolehnya. 
3. Fatwa MUI No. 14/2011 tentang penyaluran harta zakat dalam asset 
kelolaan. Yang dimaksud asset kelolaan adalah sarana atau prasarana 
yang diadakan dari harta zakat dan secara fisik berada didalam 
pengelolaan sebagai mustahik zakat. Jika digunakan oleh bukan 
mustahik zakat, maka pengunaan harus membayar atas manfaat yang 
digunakannya dan diakui sebagai dana kebajikan oleh amil zakat. 
4. Fatwa MUI no. 15/2011 tentang penarikan, pemeliharaan dan 
penyaluran harta zakat. Tugas amil zakat adalah melakukan 
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penghimpunan, pemeliharaan dan penyaluran. Jika amil zakat 
menyalurkan zakat tidak langsung kepada mustahik zakat, maka tugas 
amil zakat dianggap selesai pada saat mustahik menerima dana zakat. 
Amil harus mengelola dana zakat sesuai dengan prinsip syariah  dan 
tata kelola yang baik. Penyaluran dana zakat muqayyadah, apabila 
membutuhkan biaya tambahan dapat dibebankan kepada muzaki. 
2.5  Laporan Keuangan 
2.5.1 Pengertian Laporan Keuangan 
Menurut Sofyan Syafitri Harahap (2014) dalam bukunya yang berjudul 
“Akuntansi Islam” memberikan pengertian Laporan Keuangan adalah sebagai 
berikut:”Laporan Keuangan merupakan hasil akhir dari suatu proses Akuntansi. 
Laporan Keuangan inilah yang menjadi bahan informasi bagi para pemakainya 
sebagai salah satu bahan dalam proses pengambilan keputusan. Disamping 
sebagai suatu informasi, Laporan Keuangan juga sebagai pertanggung jawaban 
atau accountability dan juga dapat menggambarkan indicator kesuksesan suatu 
perusahaan mencapai tujuannya” 
Menurut Bahri (2016: 134) mendefinisikan laporan keuangan merupakan 
ringkasan dari suatu proses pencatatan transaksi-transaksi keuangan yang terjadi 
selama periode pelaporan dan dibuat untuk mempertanggungjawabkan tugas yang 
dibebankan kepadanya oleh pihak pemilik perusahaan. Manajemen perusahaan 
bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan perusahaan. 
Laporan keuangan merupakan informasi dan dibutuhkan oleh bagi pihak-pihak 
yang berkepentingan.  
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Menurut Surya (2012 : 16) laporan keuanganadalah suatu penyajian 
terstruktur dari posisi keuangan, kinerja keuangaan dan arus kas suatu entitas. 
Unsur yang berkaitan langsung dengan pengukuran posisi keuangan dalam unsur 
yang berkaitan dengan laporan posisi keuangan adalah aset, liabilitas, dan 
ekuitas.Sedangkan unsur yang berkaitan dengan pengukuran kinerja dalam 
laporan laba rugi adalah penghasilan dan beban. 
Menurut Standar AkuntansiKeuangan (SAK), laporan 
keuangandisusundengan dasar akrual (accrualbasis) dan asumsi kelangsungan 
usaha(going concern) perusahaan. Dengandasar akrual, pengaruh 
transaksiekonomi dan peristiwa ekonomiinternal lainnya yang diakui dan 
dicatatdalam catatan akuntansi pada saatkejadian, bukan pada saat kas atausetara 
kas diterima atau dibayar. Laporan keuangan yang disusun atas dasar akrual 
(kecuali dalam hal-halyangberhubungan dengan informasipada laporan arus kas) 
memberikaninformasi kepada pemakai tidak hanyatransaksi masa lalu yang 
melibatkan penerimaan dan pembayaran kas, tetapi juga kewajiban (obligation) 
pembayaran kas di masa depan sertasumber daya yang mempresentasikankas 
yang akan diterima di masa depan (Surya, 2012 : 9). 
2.5.2 Ruang Lingkup PSAK 109 
Pernyataan ini berlaku untuk Amil yang menerima dan menyalurkan zakat 
dan infaq/sedekah. 
Amil yang menerima dan menyalurkan zakat dan infaq/sedekah yang 
selanjutnya disebut “amil”, merupakan organisasi pengelola zakat yang 
pembentuknya dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat dan 
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infaq/sedekah. Pernyataan ini wajib diterapkan oleh amil yang mendapat izin dari 
regulator.Amil yang tidak memiliki izin dari regulator dapat menerapkan 
pernyataan ini. 
Pernyataan ini tidak berlaku  untuk entitas syariah yang menerima dana  
menyalurkan zakat dan infaq/sedekah tetapi bukan sebagai kegiatan utamanya 
entitas syariah tersebut mengacu kepada PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan 
Syariah. 
2.5.3 Neraca laporan Posisi Keuangan 
Entitas amil menyajikan pos-pos dalam neraca (laporan posisi keuangan) 
dengan memperhatikan ketentuan dalam PSAK terkait, yang mencakup, tetapi 
tidak terbatas pada :   
Aset  : 
a. Kas dan setara kas 
b. Instrumen keuanga 
c. Piutang 
d. surat berharga 
e. Aset tetap dan akumulasi penyusutan 
 
Kewajiban : 
a. Biaya yang masih harus dibayar 
b. Kewajiban imbalan kerja 
 
Saldo dana : 
a. Dana zakat 
b. Dana infak/shadaqah 
c. Dana amil 
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Tabel 2.1. 
Entitas Amil “X” 
LAPORAN POSISI KEUANGAN 
Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 20XX 
Keterangan  Rp Keterangan  Rp  
Aset 
Aset Lancar 























Liabilitas jangka pendek 
Biaya yang masih harus 
dibayar 
 
Liabilitas jangka panjang 





























xxx Jumlah liabilitas dan 
Saldo Dana 
Xxx 
(Sumber: PSAK No. 109 Tentang Akuntansi Zakat Infaq dan Sedekah) 
 
2.5.4 Laporan Perubahan Dana 
Laporan Perubahan dana adalah laporanyang menyajikan berbagai 
penerimaan dan penyaluran untuk dana Zakat, Infaq/Sedekah, serta berbagai 
penerimaan  dan penggunaan dana amil dan dana nonhalal. Khususnya untuk 
penyaluran dana zakat, disajikan secara terpisah untuk masing-masing mustahik 
sesuai ketentuan syariah. 
Amil menyajikan laporan perubahan dana zakat, dana infak/shadaqah, 
dana amil, dan dana non halal. Penyajian laporan perubahan dana mencakup, 
tetapi tidak terbatas 
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Tabel 2.2. 
Entitas Amil “X” 
LAPORAN PERUBAHAN DANA 
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 20XX 
 
Keterangan  Rp. 
DANA ZAKAT 
Penerimaan 











































Infak/sedekah terikat (muqayyadah) 








    
 




Infak/sedekah terikat (muqayyadah) 
Infak/sedekah tidak terikat (mutlaqah) 






















Bagian amil dari dana zakat 
Bagian amil dari dana infaq/sedekah 
Penerimaan lainnya 










Beban umum dan administrasi lainnya 












Jumlah dana zakat, dana infak/sedekah dan dana amil Xxx 





    
 
2.5.5 Laporan Perubahan Aset Kelolaan 
Laporan asset kelolaan adalah dana yang tidak harus langsung disalurkan 
kepada yang berhak,tetapi boleh dikelola oleh amil agar dana tersebut dapat 
memberikan multiplier manfaat secara luas dan jangka panjang. Misalnya dikelola 
untuk rumah sakit, sekolah, yang kemudian disajikan dalam laporan perubahan 
asset kelolaan. 
Entitas amil menyajikan laporan perubahan aset kelolaan yang mencakup 
tetapi tidak terbatas pada : 
a. Aset kelolaan yang termasuk aset lancar 
b. Aset kelolaan yang termasuk tidak lancar dan akumulasi penyusutan 
c. Penambahan dan pengurangan 
d. Saldo awal 
e. Saldo akhir 
 
Tabel 2.3. 
ENTITAS AMIL “X” 
LAPORAN PERUBAHAN ASET KELOLAAN 

























Xxx Xxx (xxx) - (xxx) xxx 
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Xxx Xxx (xxx) (xxx) - xxx 
(Sumber: PSAK No. 109 Tentang Akuntansi Zakat Infaq dan Sedekah) 
 
2.5.6 Laporan Arus Kas 
Entitas amil menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK 2: Laporan 
Arus   Kas dan PSAK yang relevan. 
2.5.7 Catatan Atas Laporan Arus Kas 
Amil menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 101: 




    
 
2.6 Penelitian Terdahulu 
Tabel 2.4 
Penelitian Terdahulu 




































PSAK NO. 109 PADA 












a. Perlakuan akuntansi 
zakat dalam penyajian 
laporan keuangan 
BAZNAS sumatera 




b. Laporan keuangan yang 
disajikan oleh BAZNAS 
Sumatra Utara masih 
belum informative, hal 
ini disebabkan karena 
perlakuan akuntansi 
zakat belum sepenuhnya 
sesuai dengan PSAK No. 
109. 
 2. Triyani Nina, et al. 
(2017) 
MANAJEMEN RISIKO 
PADA BADAN AMIL 
ZAKAT NASIONAL 
(BAZNAS) 
Dari hasil penelitian ini 
bahwa risiko yang 
ditemukan termasuk dalam 
kategori minor. Dalam 
penelitian ini, total risiko 
yang teridentifikasi 
sebanyak 60 risiko. 
Peristiwa risiko terbagi 
menjadi 3 kelompok, yaitu 
risiko pengumpulan dan 
teridentifikasi sebanyak 16 
risiko, risiko pengelolaan 
dana zakat teridentifikasi 
sebanyak 26 risiko, dan 
risiko pendistribusian 
teridentifikasi sebanyak 18 
risiko. 






PADA BADAN AMIL 
a. Dengan membuat sistem 
informasi pembayaran 
zakat secara onlaine 
dapat menghemat waktu 
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dan tidak mengganggu 
aktifitas kerja karna 
pembayaran bisa 
dilakukan dimana saja. 
b. Membantu memberikan 
informasi program atau 
kegiatan BAZNAS 
Kabupaten Bogor 
terhadap masyarakat luas 
dengan mengakses 
website online dengan 
mudah. 
c. Dapat melihat informasi 
laporan pemasukan zakat 
yang selalu update 
sehingga bisa dilihat 































BAZNAS kota Pekanbaru 
merupakan ijtihad yang 
dilakukan Badan Amil 
Zakat dalam upaya 
meningkatkan kesejahteraan 
mustahik zakat, ijtihad 
dalam pemberdayaan 
sebagai wujud nyata 
merubah status mustahik 
zakat menjadi muzaki. Pasal 
27 ayat (1) dan ayat (2) 
Undang-Undang nomor 23 
tahun 2011 tenteng 
pengelolaan zakat tidak 
menyebutkan secara tegas 
model, pola, dan 
mekanisme yang tepat 
terkait pendayagunaan zakat 
dalam pengertian 
pemberdayaan, sehingga 
ijtihad kontekstualisasi yang 
dilakukan oleh BAZNAS  
Kota Pekanbaru  Sangat 
mungkin berbeda dengan 
pola pendayagunaan zakat 
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daerah lain. 





ZAKAT DI BADAN 
AMIL ZAKAT 
NASIONAL 
a. BAZNAS dan 
pemerintah kota 
(pemkot) Yogyakarta 
dapat bekerjasama agar 
penghimpunan, 
penyaluran, pelaporan, 
dan pengelolaan yang 
dilakukan oleh 
BAZNAS terkait dana 
zakat dapat mencapai 
target yang tepat. 
Selain itu, PEMKOT 
beserta dinas terkait 
dapat memperkuat 
regulasi yang sudah 
ada untuk tata kelola 
dana zakat. Kemudian, 
APBD yang diberikan 














pada beberapa variabel, 
misalnya keberadaan 
regulasi lain seperti 
intruksi wali kota. 
Sehingga daerah yang 
telah memiliki regulasi 
meskipun tidak sampai 
pada perda 
mendapatkan nilai 





    
 
























1. Didalam laporan keuangan BAZNAS INDRAGIRI HILIR tahun 
2017-2018 tidak memiliki Laporan perubahan aset kelolaan. 
2. Laporan perubahan dana zakat BAZNAS INDRAGIRI HILIR 
selama 2 periode yaitu 2017-2018 hanya menyalurkan pada: Fakir 
miskin, fisabilillah, ibnu sabil, pengumpulan zakat dan bantuan 
Amil. Seharusnya ada 8 asnaf. 
3. Laporan perubahan dana infaq BAZNAS INDRAGIRI HILIR di 
temukan hanya 1 penyaluran yaitu beban lain-lain sebesar 
9,720,000.00  tanpa adanya keterangan penyalurannya. 
Laporan Keuangan BAZNAS 
Kabupaten Indragiri Hilir 
Pembahasan 
Pernyataan Standar 
Akuntansi Zakat, Infaq, 







3.1 Jenis Dan Sumber Data 
3.1.1 Jenis Data: 
3.1.1.1 Data Primer 
Data primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau 
pertama.Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam 
bentuk file-file.Untuk memperoleh data primer ini penulis melakukan 
survey/obdervasi dan wawancara secara langsung. 
a) Pengamatan langsung 
Penulis melakukan pengamatan bagaimana kegiatan yang terjadi 
di koperasi tersebut dan melakukan pencatatan yang dianggap 
perlu apabila terjadi perbedaan konsep yang ada di Instansi yang 
bersangkutan dengan teori yang ada. 
b) Wawancara Langsung 
Penulis melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak 
terkait.Sebagai sumber data dengan melakukan Tanya jawab 
mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penerapan konsep 






    
 
3.1.1.2 Data Sekunder 
Data sekunder adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut dan 
disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer dan pihak lain. 
a) Peraturan yang berlaku  
Dalam hal ini, melihat peraturan-peraturan yang mengikat 
BAZNAS tersebut seperti Undang-Undang yang berlaku dan 
peraturan yang mengikatnya yaitu PSAK 109. 
b) Media  
Penulis melakukan peraturan berbagai literatur media baik 
elektrinik maupun No-elektronik mengenai BAZNAS dan 
Akuntansinya. 
3.1.2 Metode Analisis Data 
Dalam pendekatan kualitatif sangat berbeda dengan pendekatan 
kuantitatif, terutama dalam penyajian data.Di dalam buku yang berjudul Metode 
Penelitian Kualitatif Teori & Praktik (Gunawan, 2013 : 100) menyatakan bahwa 
dalam pendekatan kualitatif sangat berbeda dengan pendekatan kuantitatif, 
terutama dalam penyajian data.Menurut Matthew B. Miles, psikologi 
perkembangan dan Michael Hubberman ahli pendidikan dari University of 
Geneva, Switzerland, (Miles & Hubberman, 1992: 15-21) analisis kualitatif, data 
muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka. Data itu mungkin telah 
dikumpulkan dalam aneka macam cara yaitu pengamatan terlibat, wawancara 
semi struktur, dan selanjutnya diproses melalui perekaman, pencatatan, 
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pengetikan, tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang disusun 
kedalam teks yang diperluas. 
Analisis, menurut Miles dan Hubberman menyatakan bahwa terdapat tiga 
tehnik analisis data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan 
kesimpulan. 
3.1.2.1 Reduksi Data 
Mereduksi data berarti merangkum, memilih Hal-hal yang pokok, 
memfokuskan pada Hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan 
membuang yang tidak perlu.Reduksi data dilakukan untuk mempermudah 
peneliti dalam mencari kembali data yang diperoleh bila diperlukan. 
3.1.2.2 Penyajian Data 
Setelah Data di reduksi, maka langkah selanjutnya adalah 
menyajikan data.Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan 
dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, Frowchart, 
dan lain-lain.Penyajian data yang paling sering dilakukan dalam penelitian 
kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. 
3.1.2.3 Penarikan Kesimpulan Atau Verifikasi 
Kegiatan analisis ketiga yang penting adlah penarikan kesimpulan 
dan Verifikasi. Kesimpulan itu mula-mula belum jelas dan masih bersifat 
sementara, kemudian meningkat sampai pada tingkat kesimpulan yang 
tepat, yaitu pernyataan yang telah memiliki landasan yang kuat karena 




    
 
3.2 Lokasi Penelitian 
Penelitian dilakukan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) 
Kabupaten Indragiri Hilir yang berlokasi di Jl. M Boya, No. 282, Tembilahan 








Berdasarkan uraian penjelasan dan analisa yang telah dikemukakan pada 
bab-bab sebelumnya, maka penulis perlu memberikan suatu kesimpulan dari 
pernyataan yang ditemui sepanjang analisa kasus penelitian ini, kemudian penulis 
juga ingin menyampaikan beberapa saran yang mungkin dapat digunakan oleh 
Badan Amil Zakat Nasional Indragiri Hilir sebagai bahan evaluasi agar nanti 
penerapannya lebih sesuai lagi dengan standar PSAK No. 109 yang berlaku. 
5.1 Kesimpulan 
1. Laporan posisi keuangan yang disajikan Badan Amil Zakat Nasional 
Indragiri Hilir masih belum sesuai dengan PSAK No. 109 yang mengatur 
tata cara penyajian laporan keuangan tentang zakat,infaq dan sedekah. 
2. Pada Laporan Posisi Keuangan yang disajikan Badan Amil Zakat Nasional 
Indragiri Hilir, tidak menyajikan dengan lengkap penyaluran zakat pada 8 
Asnaf sebagaimana yang ada didalam PSAK 109, padahal setelah 
wawancara mereka mengakui penyalurannya setiap tahun ke 8 asnaf 
kecuali 1riqab, tetapi yang di masukkan dalam laporan keuangan hanya 5 
asnaf. 
3. Pada Laporan Posisi Keuangan yang disajikan Badan Amil Zakat Nasional 
Indragiri Hilir, laporan perubahan dana infaq dalam penyalurannya tidak 
diperjelas, hanya ada satu penyaluran yaitu beban lain-lain yang tidak 
memiliki keterangan atau transparansi. Sedangkan dalam PSAK 109 atau 
laporan keuangan harus transparan.  
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5.2 Saran 
1. Sebaiknya dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan, Badan 
Amil zakat Nasional Indragiri Hilir, lebih mengacu pada PSAK 109 zakat 
infaq, sedekah. 
2. Badan Amil Zakat Nasional Indragiri Hilir, menyajikan penyaluran zakat 
di dalam laporan perubahan dana sesuai dengan PSAK 109 dan 
memasukkan 7 asnaf yang telah di salurkan zakat. 
3. Badan Amil Zakat Nasional Indragiri Hilir, dalam penyajian laporan 
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